
BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR gs TAHUN 2OL7

TENTANG

ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan untuk
kebersamaan dan kepegawaian berbasis kinerja untuk
mewujudkan efektifitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, perlu disusun Analisis Jabatan
struktural Dinas di Lingkungan pernerintah Kabupaten
Buru;

b. bahwa analisis jabatan ini dimaksudkan untuk dapat
menjadi pertimbangan dalam pengisian formasi Jabaian
Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Burr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan peraturan
Bupati tentang Analisis Jabatan struktural Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 2g rahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19gg Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SSSI);

2- undang-undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor IZ4 Tahun Lggg, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s9s)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor
6 Tahun 2OO0 tentang perubahan Atas Undang-Undang
Nomor +6 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsl
Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

3. undang-undang Nomor 33 Tahun zaa4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan PeraLuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20fi Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523fl;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 15, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor a2ffil;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lJ4);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2Al7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2AlA tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2OIO-2425;

Peratrrran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1Ba5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2A12
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor a83);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN
STRUKTURAL DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BURU

Menetapkan :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

penyelenggara
pemerintahan

DPRD adalah

6" Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakryat Daerah
Kabupaten Buru;

8. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
9. Jabatan Stmktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka
memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;

10. Analisis Jabatan adalah proses, neetode dan teknik untuk mendapatkan
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan
kebijakan program pembinaa.n/penataan kelembaga"an, kepegawaian,
tetatatat<""nrro dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;

11. Iktisar Jabatan adalah uraian tugas disusun secara ringkas dalam bentuk
kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;

12. Uraian T\rgas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupkan upaya
pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja
menggurlakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu;

13. Jabatan adalah kedudukan yang rnenunjukan tugas, tangungiawab,
wewenang dan hak sesorang Pegawai Negeri Slptl dalam suatu Satuan
Organisasi Negara;

14. Rincian T\rgas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan Vang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan
a*U* *.*proses bahan kerja r,neqiadi hasil kerja dengan menggunakan
perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas te tentu. otup
j-abatan berisi sekelompok yang berisi ar,ltara 5 sampai 12 fitgas da:: setiap
tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gannbaran tentang apa
yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan dan bagairnana cara
mengerjakannya;

15. Pangkat adalah menunjukan tingkat kedudukan seseoraftg pegawai negeri

sipiiberdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yaaag

digunakan sebagai dasar penggajian;

16. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh
sesorang untuk menduduki suatu jabatan dan rnerupakan tuntutan
kernampuan kerja yang ditunjukan dengan keahlian atan-l keterarnpilan
kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kgrja, pendidikan,
peUtifran, pengalaman kerja dan kemampuan dari aspek psikologis dan
kekuatan Iisik;



17. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang -hgus dicapai oleh
jabatan yang dapat t"*p, benda berwujud dan benda tak berwujud;

18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas)

menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak
berwujud;

19. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja. dan alat kerja
lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasitr kerja;

2O.Keadaa.n Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta

lingkungan disekitar lempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau
*".ri*brlkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya;

21. Upaya Fisik adalah garnbaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga,

hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggangl dalarn rnetraksanakan

tugas jabatan;
22.Kemungkinan resiko bahaya dalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul

dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya;

23. Tanggung jawab adalah rincian semua jaminan atas kebersihan
p"trt *ana.rt t rga" oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungiawaban

ierhadap kebersihan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;

24. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam

rangka pEh-k*"t aan tugas dan iungsi serta menentukan tata cara dan

tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan;

25. Hubungan jabatan ad.alah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan

kerja yang membentuk "rrr.t, kebulatan pola kerja dalam rangka

optimalisasi hasil kerja-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan analisis jabatan adalah untuk dijadikan acuan dalarn

melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, 
- 

ketatalaksanaan'
perencanaan p"rraiAimn dan pelatihan paqa Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru'

Pasal 3

Ttrjuan Analis Jabatan adalah untuk menJrusun dan menata struktur
or!"nis.si, di lanjutkan dengan menJrusun dan menata jenjang dan hubungan
ja6atan hingga perurgusan tlraian jabatan dan penentuan syarat jabatan'

BAB III
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 4

(1) Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Buru sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

b. Dinas Kesehatan KabuPaten Buru;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukirnan Kabupaten Buru;

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Buru;



g. Dinas Pemberd ayaarr Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Buru;
h. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Buru;
i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru;
j. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru;

k. Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;

m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;

n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buru;

o. Dinas Pariwisata Kabupaten Buru;
p. Dinas Pertanian KabuPaten Buru;
q. Dinas Perikanan Kabupaten Burrr;

r. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabr-rpaten Buru;
s. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru;

t. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;

u. Dinas Sosial KabuPaten Buru;
v. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru'

(2) Hasil Analisis Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru berupa
Analisis Jabatan Struktural.

Pasal 5

(1) Uraian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat{21

terdiri dari jabatan :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Kepala Bidang;
d. Kepala Sub Bagian; dan
e. Kepala Seksi.

(2) Hasil Analisis Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4

ayat 2, merupakan uraian jabatan yang mencakup :

a. Nama jabatan;
b. Uraian organisasi;
c. Ringkasan tugas;
d. Hasil kerja;
e. Bahan kerja;
f. Alat Kerja;
g. Rincian tugas;
h. Keadaan temPat kerja;
i. Upaya fisik;
j. Hubunganjabatan;
k. Kemungkinan resiko/bahaYa; dan
1. Syarat jabatan.

Pasal 6

uraian Jabatan struktural Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buru
Nomor SO.b Tahun 2008 tentang Analisis Jabatan pada Dinas Lingkup
pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Bunl, Tahun 2OO8

Nomor 50.b) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku-

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orafrg mengetahuinya, memerintahkal pengundangall Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tan ovember 2017

u,l"
Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi v
Kabag Hukum I

IM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 November 2Ol7
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KABUPATEN BURU,
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AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2A17 NOMOR {f


